











Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Perbuatan korupsi diancam dengan sanksi pidana kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendatipun telah diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan diintrodusirnya sanksi pidana  kumulatif, akan tetapi kejahatan korupsi tidaklah berkurang dan menurun, justru semakin merajalela di negara tercinta ini. Identifikasi masalahnya adalah : 1. Bagaimanakah pencantuman sanksi pidana kumulatif sebagai upaya  pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi? 2. Langkah-langkah apakah yang harus dilakukan dalam rangka menunjang kebijakan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?
Metode penelitian dalam tesis ini deskripsi analitis, penelitian yang menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual dan akurat tentang kebijakan sanksi pidana kumulatif, dengan pendekatan juridis normative (doktriner), yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (penelitian sekunder, kepustakaan)
Kesimpulan : 1. Pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut belum mampu, mujarab dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi. 2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah keterpaduan antara penal policy dengan non penal policy, dan keterpaduan criminal policy dengan social policy.





Corruption is a despicable act, an immoral act, an act that harms the economy or the economy of the country violates the social and economic rights of the people. The act of corruption is threatened with cumulative criminal sanction as stipulated in Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which is amended by Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption. Despite the enactment of the Corruption Criminal Act and the introduction of cumulative criminal sanctions, the crime of corruption has not decreased and decreased, more and more rampant in this beloved country. The problem identification is: 1. How does the inclusion of cumulative criminal sanctions as an effort to prevent and eradicate corruption related to Law No.20 of 2001 on Amendment to Law No.31 of 1999 on Corruption? 2. What steps should be taken in order to support the policy of inclusion of cumulative criminal sanctions in the effort to overcome corruption related to Law No.20 of 2001 on Amendment to Law No.31 of 1999 on the Eradication of Corruption in Corruption in Indonesia ?
Research methods in this thesis are analytical descriptions, research that describes and analyzes systematically, factually and accurately about cumulative criminal sanction policies, with a normative juridical approach (doctrinaire), aimed at written regulations or other legal materials (secondary research , bibliography)
Conclusions: 1. The inclusion of cumulative criminal sanctions in the Corruption Criminal Act has not been able, efficacious in overcoming the occurrence of criminal acts of corruption. 2. The steps that need to be done is the integration between the penal policy with non penal policy, and the integration of criminal policy with social policy.





















Suatu negara dikatakan sebagai suatu negara hukum atau “rechtsstaat”, bilamana baik manusia ataupun negara tunduk atas perintah hukum. “Hukumlah yang berdaulat, hukum diatas segala sesuatunya termasuk negara”.​[1]​)
Indonesia sebagai suatu negara hukum atau rechststaat, dapat dilihat di dalam Pembukaan, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)).
Didalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, dicantumkan perkataan “peri keadilan”, didalam alinea kedua disebut perkataan “adil”, didalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”.​[2]​)
Peristilahan-peristilahan tersebut menunjukkan pengertian “negara hukum” atau “rechtsstaat”, sebab salah satu tujuan hukum adalah meraih keadilan.
Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan : 
“negara Indonesia adalah negara hukum”.
Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : 
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945”.​[3]​)
 Pasal ini bermakna bahwa Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan harus tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 ini. Di dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 mengenai Sumpah Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan : 
“ ………. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ………”. 
 Sumpah ini haruslah dijiwai dan mendarah daging dalam diri Presiden dan Wakil Presiden dan benar-benar dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (law in action).
Indonesia sebagai suatu negara hukum, rechtsstaat, harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu negara hukum , minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni :
1.	Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2.	Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun:
3.	Legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.​[4]​)
Sebagai refleksi dari suatu negara hukum antara lain adalah adanya asas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan (the right of legal equality).
Mengenai asas kesamaan didalam hukum dan pemerintahan atau the right of legal equalityini telah dengan tegas dicantumkan didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan : 
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.​[5]​)
Hal yang sama dapat pula dilihat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan : 
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Asas persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis”.​[6]​) Singkatnya, equality before the law bermakna bahwa pemerintah harus memperlakukan secara adil terhadap setiap orang, siapapun; apakah ia manusia miskin dan papa, orang kaya, orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan sebagainya. Singkatnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap siapapun.
Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, semuanya bermuara pada pengakuan, bahwa semua orang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law).
Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah yang mendapat mandat dari seluruh rakyat Indonesia telah melakukan berbagai program pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Namun program-program pembangunan semesta ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. 
Hasil-hasil dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini hanya dinikmati segelintir rakyat Indonesia. Hasil-hasil pembangunan ini hanya dirasakan golongan-golongan tertentu saja. Sebagian besar dari rakyat Indonesia tidak/kurang merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan ini. Banyak rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini sebagian besar terfokus di kota-kota besar di pulau Jawa. Pembangunan yang dilakukan  pemerintah tidak merata dan menggapai seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pembangunan yang dilakukan tidak rasional, timpang sehingga menimbulkan keirihatian rakyat Indonesia yang bertebaran diseluruh pelosok tanah air ini. Disamping itu terjadinya kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perkataan lain terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pembangunan nasional ini, sehingga masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan ini belum dapat dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari ujung pulau Sumatera sampai ke ujung Papua Barat (Irian Barat).
Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela, suatu perbuatan yang ternoda, suatu perbuatan yang tidak bermoral, suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan, suatu perbuatan yang merugikan.
Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada :
Menimbang :
a.	Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
Dalam penjelasan umumnya disebutkan : “……….mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.​[7]​)
Oleh karena perbuatan korupsi ini menghambat lajunya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan, maka disamping di-introduksi sistem pembuktian terbalik (omkering van bewijs last), maka ancaman pidana didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbeda dengan  ancaman pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menganut sistem ancaman pidana maksimal (setinggi-tingginya) dan alterrnatif, maka ancaman pidana didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menganut sistem ancaman pidana minimal-maksimal dan kumulatif, merupakan salah satu langkah yang patut diapresiasi dalam mencegah dan menumpas kejahatan korupsi yang sangat merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kebijakan hukum pidana (penal policy) untuk mempergunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam mencegah dan memberantas kejahatan korupsi. Memang banyak cara yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan incasu(dalam hal ini) kejahatan korupsi. Dan salah satu cara tersebut adalah melalui penal policy (kebijakan hukum pidana).
Apapun alasannya, motifnya perbuatan korupsi sangat merugikan, merusak dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan (misbruik van recht, a buse of power) yang harus ditumpas , setidak-tidaknya diminimalisir, oleh karena perbuatan korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal mana bermuara tujuan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan hanya angan-angan saja, suatu fatamorgana.
Namun demikian pencantuman sanksi pidana kumulatif tidaklah serta merta kejahatan korupsi akan sirna dari muka bumi nusantara ini, sebab-sebab dari kejahatan sangat kompleks dan tali temali, sedangkan hukum pidana mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Dengan kata lain penggunaan sanksi pidana (kumulatif) merupakan salah satu upaya untuk dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, hal ini termasuk suatu penal policy (kebijakan hukum pidana).
Untuk itu pula pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. 
Langkah kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan law reform (pembaharuan undang-undang) khususnya dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut memperlihatkan betapa seriusnya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.
Mengingat jangkauan hukum pidana terbatas dan bukan obat yang mujarab sebagai terapi dalam pemberantasan kejahatan (korupsi), akan tetapi harus dilakukan upaya-upaya lain, antara lain sosial ekonomi, moral, politik, kultur dan seterusnya
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul :
“PENCANTUMAN  SANKSI  PIDANA  KUMULATIF  SEBAGAI  SUATU PENAL POLICY   DALAM  PENCEGAHAN  DAN  PEMBERANTASAN  TINDAK PIDANA  KORUPSI  DIKAITKAN  DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN  2001 TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI”

B.	Identifikasi Masalah          
Bertolak dari latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalahnya adalah :
1.	Bagaimanakah  pencantuman sanksi pidana kumulatif sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 





Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).​[8]​)
2. Metode Pendekatan 
Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif,​[9]​) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. 
3.   Tahap Penelitian
Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir, penelitian lapangan diantaranya membuat pertanyaan dan wawancara
A.	Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. 
2.	Untuk mengetahui dan mengkaji langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menunjang kebijakan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B.	Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :
1.	Kegunaan teoritis
Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam turut serta dan berperan dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana. Memberikan sumbangan informasi dalam rangka melengkapi referensi mengenai kebijakan hukum pidana (penal policy) tentang sanksi pidana kumulatif dalam mencegah dan menumpas tindak pidana korupsi di Indonesia.
2.	Secara praktis
a.	Bagi penulis dapat melebar-bentangkan cakrawala dan horizon pemikiran tentang objek yang menjadi kajian yakni kebijakan tentang sanksi pidana kumulatif dalam mencegah dan menumpas tindak pidana korupsi.





A.	Kebijakan Pencantuman Sanksi Pidana Kumultif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Seseorang dijatuhi suatu pidana (hukuman) kalau seseorang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, hal mana berdasarkan pada bunyi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan :​[10]​)
Dengan terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dijatuhi pidana, hal mana sesuai dengan bunyi Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :​[11]​)
“jika Pengadilan berpendapat, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”
Pemidanaan bermakna terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Adalah kebebasan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa (faktor yang memberatkan dari faktor yang meringankan).
Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana (kepastian hukum) adalah mengenakan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.
Pidana adalah suatu nestapa, penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana, dan apa dasar pembenarannya (rechtsvaardigings ground) dikenakannya suatu pidana terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana.
Dalam hal ini ada beberapa teori hukum pidana mengenai dasar pembenaran yang dijatuhkannya suatu pidana.
a.	Teori absolut (mutlak) atau teori pembalasan, 
b.	Teori relatif atau teori tujuan
c.	Teori campuran (gabungan)
Sub.a. Teori Absolut.
Menurut faham ini, maka penjatuhan pidana itu dibenarkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (kejahatan). Pidana merupakan konsekuensi hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dasar pembenarannya bersandar pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu mengakibatkan penderitaan pada orang lain (korban), maka menurut teori ini, maka kejahatan harus dibalas pula dengan penderitaan berupa pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Pidana dijatuhkan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan (dader) akan tetapi semata-mata untuk memberikan penderitaan seseorang yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan).
Imanuel Kant, mengatakan :	
“kejahatan itu mengakibatkan ketidak-adilan bagi orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidak-adilan berupa pidana kepada penjahatnya”​[12]​
Hegel mengatakan :
“kejahatan merupakan ketidak-adilan (onrecht), yang merupakan tantangan terhadap hukum atau keadilan oleh karena itu tantangan terhadap hukum atau keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidak adilan pula, yaitu dengan pidana karena pidana merupakan ketidak-adilan pula”​[13]​)

Sub.b. Teori Relatif (tujuan)
Tujuan pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi tujuan pidana itu adalah :
1.	Untuk menentramkan masyarakat yang gelisah (resah), karena akibat dari terjadinya kejahatan.
2.	Untuk mencegah kejahatan baik bersifat prevensi umum, artinya mencegah anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, maupun yang bersifat khusus, yang maksudnya agar pelaku yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.
Untuk mencapai tujuan pidana yang bersifat umum tersebut, dapat dilakukan dengan cara berupa ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti anggota masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.
Anselm Von Fever Bach mengatakan, bahwa ancaman pidana dapat menimbulkan paksaan psikologis (psyckologische zwang), sehingga dapat menahan keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Tujuan tersebut dapat pula dicapai dengan cara pelaksanaan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan dipertontonkan di muka khalayak ramai (umum).
Di negara Republik Rakyat Cina terhadap pelaku korupsi pelaksanaan pidana yang kejam ini dilakukan di muka umum.
Pencegahan yang bersifat khusus (speciale prenventie) dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak melakukan (mengulangi) lagi kejahatan dengan cara:
1.	Memperbaiki penjahat dengan memberikan pendidikan disiplin, pendidikan keahlian dan sebagainya
2.	Menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat, misalnya pidana penjara.Pembenaran pidana adalah menjamin ketertiban hukum (rechts orde)
Sub. c. Teori Gabungan (campuran)
Teori ini merupakan gabungan, campuran antara teori absolut dengan teori relatif.
Keberatan-keberatan terhadap teori mutlak adalah :
1.	Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidak adilan.
2.	Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat
Keberatan teori tujuan (relatif) antara lain :
1.	Pidana hanya ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat maupun pada pelaku, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat, hal mana menimbulkan ketidak adilan.
2.	Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
Pidana itu tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah atau membinasakan penjahat. Baik masyarakat maupun penjahatnya harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan perikeadilan, untuk itulah teori itu digabungkan jadi satu.
B.	Langkah-Langkah Yang Dapat Dilakukan Dalam Rangka Menunjang Kebijakan Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
Kejahatan yang ada di muka bumi telah berlangsung sejak dahulu, sejak adanya manusia di alam fana ini. Kejahatan tidak pernah menunjukkan angka yang menurun sesuai dan seirama dengan perkembangan zaman dari yang awalnya kejahatan yang sederhana sampai kejahatan yang sangat komplek, yang saling tali-temali. Dahulu kejahatan dilakukan dengan cara yang sederhana, kejahatan konvensional (mencuri, membunuh, menipu, menganiaya dan sebagainya) sekarang kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang canggih yang kadangkala sulit untuk dilacak, misalnya kejahatan melalui media elektronik, kejahatan korupsi, kejahatan perbankan dan lain-lain sebagainya.
Kejahatan-kejahatan yang non konvensional ini tidak dilakukan dengan kekuatan tetapi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, terhormat dalam pekerjaannya. Dengan perkataan lain perilaku kriminal yang tradisional yang sudah streotip, bahwa yang mengatakan bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang yang berasal dari kelas-kelas sosial dari ekonomi yang  rendah, maka sekarang, “fenomena yang dapat diketemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan (proverty) atau faktor-faktor yang bersifat individual.  Oleh Edwin H Sutherland  disebut dengan “white collar crime”​[14]​)
Dari perkataan “white collar crime” tersurat dan tersirat, bahwa kedudukan sosial dari pelaku tindak pidana antara lain : memiliki respectable and high social status, memiliki upper educational level, rata-rata pendidikan sarjana, strata satu. Tidak mempergunakan aktivitas pelanggaran dengan kekerasan (non vio lience) dan kekuatan fisik (non physical force). Disamping itu mempunyai pekerjaan atau jabatan tertentu.
Inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, pejabat-pejabat negara,  pejabat-pejabat eksekutif yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kepentingan umum.
Semangat untuk mencegah dan menumpas tindak pidana korupsi di Indonesia ditandai antara lain dengan diberlakukannya berbagai undang-undang, terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Usaha dan kebijakan untuk membuat, menyusun ketentuan-ketentuan hukum pidana yang baik pada dasarnya berkaitan dengan tujuan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian penal policy (kebijakan hukum pidana), merupakan bagian criminal (politik kriminal), yakni kebijakan penanggulangan kejahatan (korupsi) usaha penumpasan kejahatan (korupsi) dengan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana (law enforcement policy).
Kebijakan penumpasan kejahatan (tindak pidana korupsi) dengan membuat dan menyusun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada asasnya merupakan bagian yang integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan tujuan ahir untuk kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu pula penal policy merupakan bagian integral dari social policy.
Telah disinggung sebelumnya bahwa penanggulangan dan penumpasan tindak pidana korupsi,lewat jalur “penal” lebih menekankan pada sifat represif (penumpasan, penindasan, pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana korupsi) melalui criminal justice system (sistem peradilan pidana) yang melibatkan aparat-aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelaksanaan putusan yang (inkracht van gewijsde zaak), sebagai contoh kasus Bab III. Namun disamping jalur “penal”, ditempuh juga jalur non penal (titik berat pada pencegahan, pengendalian, penangkaran (preventif) sebelum terjadinya tindak pidana. Dilakukan atau ditempuhnya jalur non penal ini, mengingat keterbatasan-keterbatasan dari hukum pidana itu sendiri.
Keterbatasan-keterbatasan  hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana (korupsi) antara lain :
a.	Sebab-sebab yang melahirkan kejahatan (korupsi demikian komplek dan berada diluar kemampuan dan jangkauan hukum pidana);
b.	Hukum pidana hanya merupakan subsistem (bagian kecil) dari sarana kontrol sosial yang mustahil mengatasi masalah kejahatan (korupsi) sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat komplek (masalah sosio psiologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio cultural dan sebagainya);
c.	Penggunaan hukum pidana dalam menumpas kejahatan (korupsi) hanya merupakan “kurieren am sympton” (pengobatan terhadap gejala). Jadi hukum pidana hanya merupakan pengobatan “simptomatik” dan bukan pengobatan “kausatif” (sebab-sebabnya);
d.	Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” (obat) yang mengandung sifat kontradiktif/paradoxal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif.
e.	Sifat pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal tidak bersifat struktural/fungsional;
f.	Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang kaku dan inperatif;





Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan diakhiri dengan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut :
A.	Kesimpulan 
1.	Kebijakan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu penal policy untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan incasu tindak pidana korupsi (untuk social defence perlindungan masyarakat) dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Akan tetapi realita menampakkan bahwa pencantuman sanksi pidana kumulatif  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak atau kurang berpengaruh, tidak atau kurang berhasil, tidak atau kurang manjur dan mujarab. Terbukti dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif  dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi tidak berkurang dan tidak menurun tetapi menunjukkan peningkatan jumlah tindak pidana korupsi yang terungkap oleh pihak-pihak penegak hukum. Singkatnya pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanggulangan kejahatan korupsi tidak/kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan lain untuk menunjang penal policy tersebut, yakni non penal policy. 
2.	Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menunjang kebijakan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain diperlukannya criminal policy (kebijakan penanggulangan kejahatan) khususnya terhadap tindak pidana korupsi, mencari dan menemukan faktor-faktor sosial, faktor kondusif yang menyuburkan dan menyebabkan kejahatan (korupsi). Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (korupsi) sangat kompleks dan disinilah keterbatasan hukum pidana. Faktor-faktor sosial, faktor-faktor kondusif yang melahirkan dan menyuburkan kejahatan, termasuk social policy, suatu kebijakan atau usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial dan rencana pembangunan. Dengan demikian langkah-langkah yang harus diambil dan ditempuh adalah : 1. Keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dengan social policy (kebijakan sosial). 2. Keterpaduan (integralitas) antara penal policy dengan non penal policy (prevention without punishment).
B.	Saran 
1.	Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya dengan pencatatan sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai suatu penal policy. Untuk itu harus ada. a.  Keterpaduan antara penal policy dengan non penal policy. b. harus ada keterpaduan antara criminal policy dengan social policy.
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